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ABSTRAK

Mawaddah Muhadjir, Politik Anggaran Dana Kampanye Peserta Pilkada
Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 (dibimbing oleh Muhammad dan Sukri).

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana kampanye
pasangan calon nomor urut 3 H. Muhammad Saleh Bantilan - H. Abdul
Rahman HB pada Pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2015.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penentuan
informan dilakukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data dianalisis
menggunakan Teori kelembagaan baru (new institualism), konsep
kampanye, dana kampanye dan pengaruh uang dalam pilkada. Data
dikembangkan secara deskriptif analisis untuk menggambarkan dan
menganalisis lebih mendalam hasil penelitian yang telah didapatkan

sesuai dengan tujuan penelitian.

Dari hasil penellitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana
kampanye yang digunakan oleh pasangan H. Muhammad Saleh Bantilan -
H. Abdul Rahman HB pada Pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2015 melalui
pendekatan persuasif dengan turun langsung di masyarakat seperti
kampanye tatap muka dan kampanye akbar, dana kampanye yang dimiliki
digunakan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat

sehingga bisa mempengaruhi pemilih dalam memenangkan kontestasi
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ABSTRACT

MAWADDAH MUHADJIR. The Politics of Campaign Fund Budget for the
Participants of Regional Election of Tolitoli Regency in 2015 (supervised by
Muhammad and Sukri)

This study aims to analyze the use of campaign funds for candidate pair
number 3, H. Muhammad Saleh Bantilan — H. Abdul Rahman HB in Tolitoli
Regional Election in 2015.

This research was a descriptive qualitative study. The informants were
determine purposively. The data were obtained through interview, documentation,
and literature study. They were analyzed using new institutional theory, campaign
concepts, campaign funds, and the effect of money in regional election. They were
developed in a descriptive analysis to describe and analyze more deeply the
results of the analysis that had been obtained in accordance with the research
objective.

The results of the research indicate that the campaign funds used by the
couple of H. Muhammad Saleh Bantilan — H. Abdul Rahman HB in Tolitoli District
Election in 2015 are realized through a persuasive approach by going down
directly to the community such as doing face-to-face campaign and grand
campaign. The owned campaign funds are used for something which is directly
related to community, so it affects the voters in winning the political constellation.

Key words: funds, campaign, regional election
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Salah satu perwujudan dari proses berdemokrasi suatu bangsa
adalah pemilihan umum. Dimana pemilihan umum sebagai media atau
sarana yang diberikan oleh negara kepada rakyat untuk menggunakan
hak-hak asasinya dalam bidang politik, untuk menentukan pemegang
kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif sebagai perwakilan yang
akan menyelenggarakan kebijakan negara. Pemilahan umum di Indonesia
merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil
perubahan ketiga “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”.

Ketentuan mengenai Pemilu selain diatur dalam Pasal 22 E juga
diatur tentang pemilihan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan,
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara
demokratis.” Adanya ketentuan mengenai Pemilu dalam Undang-Undang

Dasar 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih

i Pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan
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rakyat!. Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
yang selanjutnya disebut “Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota secara langsung dan demokratis”.

Demokrasi sebagai wujud penyaluran aspirasi rakyat
diselengarakan melalui Pemilhan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) untuk menentukan pemimpin disetiap daerah
dan diperlukan biaya untuk melaksakan perhelatan tersebut. Maka pemilu
dan pilkada tidak mungkin jalan tanpa uang. Pertama, pemilu memerlukan
banyak uang untuk proses penyelenggaraannya mulai dari membayar
honor petugas PPK dan KPPS, mencetak surat suara dan
perlengkapannya, hingga mempublikasikan hasil-hasilnya. Kedua, pemilu
mengharuskan para peserta mengeluarkan banyak uang untuk kampanye.
Bagi peserta, kampanye bertujuan meyakinkan pemilih; sementara bagi

pemilih, kampanye merupakan arena untuk mengenali lebih jauh siapa-

Huda dan Imam Nasef, 2017, Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca
(Jakarta: Kencana), him. 43.
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siapa yang pantas mereka pilih. Kampanye adalah kebutuhan yang tak
terhindarkan dalam setiap pemilu?.

Pada awal perkembangan demokrasi, di mana Pemilu untuk
memilih anggota parlemen mulai dipraktekkan, dana kampanye
didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis antara
anggota dengan partai politik, menyebabkan anggota memberikan
sumbangan sukarela kepada partai politik untuk mendudukkan wakil-
wakilnya di lembaga perwakilan. Partai berbasis massa mendapatkan
dana besar meskipun nilai sumbangan per anggota kecil, sedangkan
partai elit menghimpun dana dari sedikit orang kaya tapi nilai
sumbangannya besar. Namun seiring dengan redupnya hubungan
ideologis antara anggota dengan partai, dukungan keuangan anggota
kepada partai politik juga mulai pudar. Padahal kebutuhan partai politik
atas dana kampanye terus bertambah?3.

Pemilihan kepala daerah dan uang merupakan dua hal yang
saling bertautan dalam kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Uang dalam
Pilkada menjadi salah satu faktor penting untuk memenangkan proses
kandidasi hingga elektoral, meskipun tidak menjadi satu-satunya penentu
kemenangan. Uang dalam pilkada sangat dibutuhkan untuk menjalankan
kegiatan kampanye, membiayai logistik, mengongkosi sumber daya

manusia yang terlibat, menemui calon pemilih atau konstituen, sekaligus

5 |
H'I ) riyanti dan Lia Wulandari, 2013, Basa-Basi Dana Kampanye:Pengabaian Prinsip
i\ si dan Akuntabilitas Peserta Pemilu, Yayasan Perludem, Jakarta, him. 1-2.
D-3.
3
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uang dialokasikan bagi kepentingan kerja-kerja pengawasan antar
kandidat. Dalam pandangan yang positif, uang dalam pemilu akan
membantu kandidat meraih kursi kekuasaan secara lebih terorganisir.

Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam
memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang
dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak
pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan
digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Terkhusus pada tahapan
kampanye, uang menjadi alat yang rasional sebagai media bagi kandidat
dan tim sukses untuk bergerak dinamis.

Kampanye merupakan kegiatan menawarkan visi, misi, dan
program Pasangan Calon untuk mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
Kampanye merupakan momentum bagi Peserta Pemilihan untuk
mendapat dukungan Pemilih. Pada masa kampanye Pasangan Calon
dapat mempengaruhi Pemilih. Dalam melaksanakan kampanye diperlukan
dana yang disebut dengan Dana Kampanye. Pengelolaan dan pelaporan
dana kampanye diatur oleh negara. Pemanfaatan dana kampanye oleh
Pasangan Calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejak Pemilihan Tahun
2015, melalui dana APBD memfasilitasi beberapa kegiatan kampanye

yaitu debat terbuka antar Pasangan Calon; penyebaran bahan kampanye;

ngan alat peraga kampanye; serta iklan di media massa cetak
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dan/atau media massa elektronik. Selain itu dalam Pemilihan serentak,
juga telah diatur tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye.

Pemanfaatan dana kampanye tersebut tentunya diharapkan
tercipta keadilan dan kesetaraan di antara pasangan calon. Aturan
tersebut akan mengurangi biaya kampanye yang ditanggung oleh
pasangan calon. Hal ini akan mendorong para calon terbaik bangsa untuk
maju dan bersaing secara adil dalam Pemilihan, bahkan jika yang
bersangkutan memiliki dana terbatas. Pembatasan dana kampanye
tersebut akan mendorong pasangan calon berkampanye melalui
pertemuan tatap muka dan dialog dengan masyarakat lebih maksimal.
Sehingga masyarakat lebih dekat dengan calon pemimpinnya.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
juga masih terdapat ketidakjelasan sumber dana dari Pasangan Calon.
Dimana terdapat beberapa kali penerimaan sumbangan dana kampanye
dari salah satu Pasangan Calon tersebut yang berulang Kkali.Selain
kekurangan dari pihak Pasangan Calon atau Tim Pasangan Calon,
kekurangan terjadi dari segi aturan yang ada dan kurangnya perhatian
penyelenggara Pemilihan. Aturan yang ada belum mengatur batasan
sumbangan dari Pasangan Calon. Aturan belum mengatur sanksi terkait
substansi/cakupan informasi laporan dana kampanye. Hal ini

menyebabkan laporan dana kampanye Pasangan Calon lebih bersifat

ratif dan formalitas, terkadang yang diperhatikan/dilengkapi
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Pasangan Calon/Tim vyaitu kelengkapan format laporan dan waktu
penyampaian laporan.

Perhatian penyelenggara Pemilihan baik KPU Provinsi maupun
KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten
terhadap tahapan pelaporan dana kampanye belum maksimal
dibandingkan terhadap tahapan Pemilihan lainnya. Tahapan ini
nampaknya lebih bersifat administratif dan formalitas. Pemahaman
penyelenggara tentang dana kampanye juga belum optimal. Padahal dana
kampanye merupakan hal penting karena pelanggarannya dapat terkait
dengan kasus korupsi, pencucian uang, atau dapat menyebabkan
pengaruh penyumbang dana kampanye terhadap kebijakan pemimpin
terpilih .

Dana kampanye yang dimiliki pasangan calon bisa menjadi
modal awal untuk terjadinya korupsi Pemilu. Korupsi Pemilu adalah bagian
dari Korupsi Politik yang dilakukan oleh Politisi sebelum mendapatkan
kekuasaan. Politisi melakukan praktek-praktek haram pada saat Pemilu
untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling mencolok dari
korupsi Politikk pada saat Pemilu adalah menyuap pemilih secara
langsung®. Untuk mencegah terjadinya polittik uang dalam hal ini
penyuapan terhadap pemilih secara langsung atau pemberian barang

berupa sembako, sarung, dan lain-lain, maka laporan dana kampanye

dilaksankan secara transparan dan akuntabel.

Ike.2004.Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America,
eport . Hal.76.
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Pemilihan kepala daerah tahun 2015 pembiayaan dana
kampanye terkait debat publik/debat terbuka antar pasangan calon,
penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga,
iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD. Hal ini
sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota.

Tolitoli merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015. Pada Pilkada
tersebut diikuti oleh empat pasangan calon yaitu: pasangan calon nomor
urut satu Amran H. Yahya dan H. Zainal M. Daud, pasangan calon nomor
urut dua H. Aziz Bestari dan Sarpan M. Said, pasangan calon nomor urut
tiga H. Muhammad Saleh Bantilan dan H. Abdul Rahman HB, serta
pasangan calon nomor urut empat H. Iskandar A. Nasir dan H. Nurdin HK.
Di mana pasangan calon nomor urut tiga merupakan bupati periode

sebelumnya H. Muhammad Saleh Bantilan. Selain itu, pasangan calon

Jrut tiga merupakan pasangan calon yang mempunyai dana

ye lebih besar dibanding tiga pasangan lainnya.
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Besarnya dana kampanye yang dimiliki pasangan calon H.
Muhammad Saleh Bantilan Dan H.Abdul Rahman HB, di banding tiga
pasangan calon lainnya membuat pasangan ini lebih diunggulkan pada
Pilkada dibanding pasangan lainnya di mana besarnya dana kampanye
yang di dapatkan oleh pasangan calon ini bersumber dari pendanaan
pribadi yang di tanggung oleh keduanya ditambah lagi basis massa yang
di miliki oleh keduanya sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah
Tolitoli sebagaimana di ketahui H. Muhammad Saleh Bantilan sendri
adalah kubu petahana Bupati sementara sang Wakil mantan Anggota
legislatif, hal inilah yang menjadi nilai tambah untuk pasangan ini di
banding pasangan yang lainnya. Akan tetapi besarnya dana kampanye
yang dimiliki pasangan calon yang mengikuti kontestasi politik tidak
menjadi hal yang utama untuk memenangkan kontestasi, ada bebagai
faktor pendukung yang harus dimiliki pasangan calon, termasuk sosok
figur yang harus dimiliki untuk mempeharuhi pemilih. Salah satu contoh
pilkada DKI Jakarta pada pemilihan Gubernur tahun 2012 Fausi Bowo-
Nara melawan Jokowi-Ahok, Jokowi memiliki dana kampanye yang lebih
kecil akan tetapi popularitas dan keberhasilannya di Kota Solo membuat
masyarakat simpati dan memberikan dukungan politiknya.

Selain itu, kedua Pasangan Calon tersebut dikenal masyarakat

sebagai figur yang humble, yang senang bergaul dengan masyarakat dari

i lapisan. Pasangan calon H. Muhammad Saleh Bantilan Dan

Rahman HB juga dikenal sering menghadiri acara atau kegiatan
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yang diselenggarakan oleh masyarakat berbagai pedekatan yang
dilakukan untuk menarik simpati dengan berbagai kalangan tokoh
masyarakat mulai dari tokoh pemuka agama, kalangan pemudah.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi peneliti untuk
melakukan penelitian terkait pemanfaata dana kampanye pasangan calon
Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dengan judul “Politik Anggaran Dana Kampanye Peserta Pilkada
Kabupaten Tolitoli Tahun 2015”.

1.2RUMUSAN MASALAH

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Tolitoli pun tidak lepas dari pemanfaatan dana kampanye yang dimiliki
oleh Pasangan Calon peserta Pilkada Kabupaten Tolitoli. Besaran dana
kampanye yang dimiliki oleh para pasangan calon peserta Pilkada
Kabupaten Tolitoli masing-masing berbeda. Pemanfaatan besaran dana
kampanye yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon khususnya
pasangan calon yang memiliki dana kampanye yang lebih besar
dibandingkan pasangan calon lainnya inilah yang akan dilihat dalam
rumusan masalah berikut:
Bagaimana pemanfaatan dana kampanye dalam upaya memenangkan
pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 3 (H. Muhammad Saleh

Bantilan dan H. Abdul Rahman HB) pada Pilkada Kabupaten Tolitoli

0157
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1.3TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka

disusunlah tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini adalah sebagai

berikut;

Menggambarkan dan menganalisis pemanfaatan dana
kampanye dalam upaya memenangkan pasangan calon Kepala
Daerah nomor urut 3 (H. Muhammad Saleh Bantilan dan H.

Abdul Rahman HB) pada Pilkada Kabupaten Tolitoli Tahun 2015.

1.4AMANFAAT PENELITIAN

Hasil dari tulisan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritik dan Akademis

a.

Optimization Software:
www . balesio.com

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritik pada
pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik khususnya
penguatan pada teori new institutionalism dalam pemilihan
kepala daerah, atau pengaruh dana kampanye dalam masa

tahapan elektoral.

. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritik dalam

pengembangan kajian kepemiluan khususnya kajian tentang
pemanfaatan dana kampanye dalam hal pelaksanaan Pilkada.
Sehingga dapat menginspirasi peneliti lainnya untuk meneliti

lebih jauh.
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2. Manfaat Praktis

a.

f
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Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat
memahami dan mengkaji sudut pandang new institutionalism
dalam melihat pengaruh dana kampanye dalam memenangkan

pasangan calon pada Pilkada.

. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPU serta

stakeholders lainnya untuk terus mengoptimalkan pengaturan
pemanfaatan APBD dalam memfasilitasi dana kampanye dan
pengaturan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan

dana kampanye pada Pilkada.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, Penulis akan menguraikan tinjauan konsep dan
teori yang akan digunakan untuk memahami dan menganalisis
permasalahan yang akan diteliti, yaitu: pertama, Perspektif Kelembagaan
Baru (New Institusionalism); kedua, Teori Kelembagaan Baru (New
Institusionalism); ketiga, Kampanye Politik; Keempat, Pengaruh Uang
Dalam Pilkada. Keempat Perspektif, teori, dan konsep tersebut diharapkan
dapat digunakan dalam menginterpretasikan atas rumusan masalah
penelitian ini serta menjadi data nantinya. Kelima, Penelitian Sebelumnya
Yang Relevan dan Keenam, Kerangka Pemikiran.

2.1Perspektif Kelembagaan Baru (New Institusionalism)

Berbeda dengan old institusionalism, bahwa new institusionalism
lebih mencermati bukan hanya sekedar dampak institusi terhadap individu,
akan tetapi juga bagaimana interaksi antara individu dengan institusi.
Pendekatan Institusional baru lebih merupakan suatu visi yang meliputi
beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan
lain seperti ekonomi dan sosiologi. Berbeda dengan institusionalisme lama
yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan

terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai

) dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. Kelembagaan

penarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang
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melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok
besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya
mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi
ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya. Metode ini
memberikan perhatian bahwa institusi mengakibatkan perilaku politik
individu.

Rod Rhodes mendefinisikan bahwa pendekatan institusional
adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan
organisasi formal. la memakai alat-alat ahli hukum dan sejarahwan untuk
menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas
demokratis, dan ia membantu perkembangan model westmister tentang
demokrasi representatif°>. Tahun 1980-an, perhatian terhadap lembaga
formal dan non-formal pada sektor publik dan bagaimana peran penting
struktur, mulai tumbuh kembali. Penjelasan kelembagaan digunakan
dalam studi kebijakan dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga
memperhatikan perilaku pada tingkat individu.

Pendekatan institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur
dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik,
disamping, juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori
dan analisis empiris. Sebagai contoh : “institusionalisme lama” sistem

presidensial secara signifikan berbeda degan sistem parlementer

rkan struktur formal dan aturan. Pendekatan “institusionalisme

brsh dan Gerry Stoker. 2011. Theory and Methods in Political Science:third edition.
e:Palgrave, hal.109.
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baru”, melihat lebih jauh dan mencoba untuk mencari tahu apakah
perbedaan-perbedaan tersebut benar-benar berbeda, dan jika demikian,
bagaimana mengatur kehidupan politik yang berbeda tersebut? Apakah
perbedaan tersebut lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal kinerja
pemerintah?. Pertanyaan-pertanyaan Kkritis tersebut, lebih jauh, juga
merefleksikan bahwa pendekatan insitusionalisme baru juga melihat
bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga-lembaga tersebut
direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan
tertentu.

Dalam hal transparansi pemanfaatan dana kampanye dalam
memenangkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah,
kelembagaan baru (new institusionalism) melihat bahwa selain aturan
aspek struktur dan fungsi dari organisasi atau institusi ada aspek lain
diluar kedua hal tersebut. Yaitu ada aktor dalam hal ini pasangan calon,
interaksi antara aktor, kepentingan diluar institusi, interaksi aktor dan
lingkungan sosial aktor.

2.2Teori Kelembagaan Baru (New Institusionalism).

Akar ilmu politik adalah pada studi-studi tentang lembaga,
tentang kelembagaan negara, birokrasi, kebijakan publik, yang
kesemuanya dilihat dalam kerangka kelembagaan. Tetapi pada periode

pasca Perang Dunia Il, disiplin ilmu politik, terutama di Amerika Serikat,

iengkritik  studi tentang lembaga-lemabaga tersebut dengan

angnya dua pendekatan yang lebih didasarkan pada asumsi
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individualistik : behavioralisme dan pilihan rasional. Kedua pendekatan ini
mengasumsikan bahwa individu bertindak secara otonom sebagai
individu, baik berdasarkan karakteristik sosio psikologis atau perhitungan
rasional untung rugi oleh individu. Dalam kedua teori, individu tidak
dibatasi oleh baik lembaga formal maupun informal, tapi akan membuat
pilihan mereka sendiri. Faktor individu dipandang lebih determinan dalam
prosesproses berjalannya lembaga-lembaga negara, serta pada
keputusan-keputusan politiké. Hal ini merupakan titik tolak dari
perkembangan pendekatan ‘new institutisionalism” atau pendekatan
institusionalisme baru.

Institusionalisme Baru (New Institusionalism) lebih merupakan
suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, berbeda dengan
institusional lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal
yang statis dan terstruktur. Pendekatan institusionalisme baru
memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu
tujuan tertentu melatui aturan main (rules of the game)’. Hall dan Taylor
membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori,
yaitu institusionalisme historis (historical institutionalism), institusionalisme
pilihan rasional (rational choice institutionalism) dan institusionalisme

sosiologis (sociological institutionalism)&.

G.2011. Institutional Theory In Political Science: The NewlInstitutionalism. Bloomsbury
USA.Hal.25
] : idiardjo. 2008. Dasar-Dasar ilmu Politik. Jakarta:Gramedia. Hal. 98

e & Taylor, R. C. 1996. Political Science and TheThree New Institutionalisms. Political
(5), 936-957. Hal.9.

_..-__
—
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Institusionalisme historis berkembang sebagai respons terhadap
teori-teori kelompok politik dan struktural-fungsionalisme yang menonjol
dalam ilmu politik selama 1960-an dan 1970. Dari teori kelompok,
institusionalis historis menerima anggapan bahwa konflik itu di antara
kelompok yang saling bersaingan untuk sumber daya yang langka.
Mereka menemukan penjelasan seperti itu dalam organisasi kelembagaan
pemerintahan dengan konflik struktur ekonomi untuk mengistimewakan
beberapa kepentingan sambil melumpuhkan orang lain. Di sini, mereka
dibangun di atas tradisi lama dalam ilmu politik yang menetapkan
kepentingan  formal lembaga-lembaga  politik tetapi  mereka
mengembangkan konsepsi yang lebih luas dari keduanya akan
pentingnya institusi.

Para institusionalis historis juga dipengaruhi oleh cara dimana
fungsionalis struktural melihat pemerintahan sebagai sistem keseluruhan
dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Mereka menerima anggapan
ini tetapi bereaksi melawan kecenderungan structural fungsionalis untuk
melihat ciri-ciri sosial, psikologis atau budaya individu. Sebagai gantinya,
mereka melihat organisasi kelembagaan politik atau ekonomi politik
sebagai faktor utama menyusun perilaku kolektif dan menghasilkan hasil
yang berbeda. Mereka menekankan 'strukturalisme' yang tersirat dalam

lembaga-lembaga  pemerintahan  daripada ‘fungsionalisme' dari

itan sebelumnya yang memandang hasil-hasil politik sebagai

an terhadap kebutuhan sistem.
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Apa yang kita sebut institusionalisme sosiologis muncul dalam
subbidang teori organisasi. Pergerakan ini kira-kira mendekati akhir tahun
1970-an, ketika beberapa sosiolog mulai menantang perbedaan yang
secara tradisional antara bagian-bagian dunia sosial yang dikatakan
mencerminkan tujuan formal ‘rasionalitas’ dari jenis yang terkait dengan
bentuk-bentuk organisasi dan birokrasi modern dan bagian-bagian dari
dunia sosial dengan menampilkan beragam praktik yang terkait
dengan'budaya’. Sejak Weber, banyak sosiolog telah melihat struktur
birokrasi yang mendominasi landscape modern. Di bidang pemerintahan,
perusahaan, sekolah, organisasi kepentingan dan sejenisnya, sebagai
produk dari upaya intensif untuk menyusun struktur yang semakin efisien
untuk melakukan tugas-tugas terkait dengan masyarakat modern.

Institusionalis baru dalam sosiologi mulai berargumen bahwa
banyak bentuk dan prosedur institusional yang digunakan oleh organisasi
modern tidak diadopsi hanya karena mereka paling efisien untuk tugas-
tugas yang dikerjakan, sejalan dengan beberapa "rasionalitas
transenden." Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa banyak dari bentuk
dan prosedur ini harus dilihat sebagai praktik budaya tertentu, seperti
mitos dan upacara yang dibuat oleh banyak masyarakat, dan berasimilasi
ke dalam organisasi, tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi cara-formal

mereka, tetapi sebagai hasil dari jenis proses yang terkait dengan

i praktik budaya lebih umum.
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Dengan perspektif ini, problematis yang biasanya diadopsi oleh
institusionis  sosiologis mencari penjelasan mengapa organisasi
mengambil seperangkat bentuk, prosedur, atau simbol kelembagaan
tertentu; dan menekankan bagaimana praktik tersebut disebarkan melalui
bidang organisasi atau lintas negara. Mereka tertarik, misalnya, dalam
menjelaskan kesamaan yang mencolok dalam bentuk dan praktik
organisasi yang ditampilkan oleh Kementerian Pendidikan di seluruh
dunia, terlepas dari perbedaan kondisi lokal, atau bahwa perusahaan
menampilkan lintas sektor industri apa pun produk yang mereka produksi.
Dobbin menggunakan pendekatan untuk menunjukkan bagaimana
konsepsi negara dan pasar Yyang dibangun secara kultural
mengkondisikan kebijakan perkeretaapian abad ke-19 di Prancis dan
Amerika Serikat.

Institusionalisme pilihan rasional berawal dari studi tentang
perilaku kongres di Amerika, dimana terdapat perbedaan yang beragam
dan tajam terhadap preferensi dan karakteristik legislator mengenai
kebijakan. Tetapi meski terjadi perbedaan yang tajam, kongres masih
menunjukkan situasi yang cukup stabil. Fenomena ini memunculkan
pertanyaan bagaimana institusi dengan perbedaan yang tajam masih
dapat berjalan dengan stabil. Salah satu penjelasannya adalah adanya

transaksi atau tawar menawar di antara para legislator dalam perumusan

epakatan terhadap kebijakan tersebut.
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Terdapat proses-proses politik berdasarkan pertimbangan
untung rugi untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama®.
Institusionalisme pilihan rasional melihat proses institusionalisasi dan
relasi antar institusi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan
bersama melalui pertimbangan-pertimbangan rasional dan untung rugi.
Dalam pandangan institusionalisme pilihan rasional-seperti halnya teori
pilihan rasional-manusia secara individual-yang juga merupakan
representasi dan sebuah institusi dipandang sebagai individu rasional
yang bertindak atas dorongan kepentingan rasional, didasari oleh
perhitungan ekonomis, untung rugi, memaksimalkan keuntungan dan aksi-
reaksi dari aktor lainnya. Asumsi mendasar dari institusionalisme pilihan
rasional adalah bahwa individu adalah aktor sentral dalam proses politik,
dan bahwa orang-orang bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas
pribadi. Salah satu mencapai tujuan tersebut secara efektif adalah melalui
tindakan institusional, dan perilaku mereka juga dibentuk oleh lembaga'® .

Tindakan individu mempengaruhi lembaga, tetapi juga diatur
oleh aturan-aturan dalam lembaga. Karena itu, tindakan atau keputusan
lembaga, juga dapat merefleksikan tindakan individu. Institusionalisme
pilihan rasional melihat keseimbangan institusional sebagai norma atau
aturan-baik  formal maupun informal-yang disepakati bersama.

Pendekatan ini melihat bahwa keadaan normal politik adalah dimana

. G. 2011. Institutional Theory inPolitical Science: the newinstitutionalism. Bloomsbury
USA.Hal.45
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aturan permainan yang stabil dan para aktor memaksimalkan keuntungan
(biasanya keuntungan pribadi) yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut.
Para aktor mempelajari aturan-aturan, strategi adaptasi dan dengan
demikian melahirkan keseimbangan institusional. Meski tidak semua aktor
merasa senang atau diuntungkan dengan struktur kelembagaan yang
terbentuk, tetapi yang menjadi tujuan adalah pada kondisi yang stabil.
Setelah stabil, sangat sulit untuk mengubah aturan karena tidak ada yang
bisa memastikan hasil dari struktur yang terbentuk?!?.

Dalam studi ini, penulis menggunakan pendekatan
institusionalisme pilihan rasional dalam menjelaskan relasi kelembagaan
dan dana kampanye dalam memenangkan pasangan calon.
Institusionalisme pilihan rasional ini pun digunakan pasangan calon kepala
daerah di Kabupaten Tolitoli dalam menggunakan alokasi dana kampanye
dalam memenangkan kontestasi.

2.3Kampanye

Kampanye pastinya memiliki pengaruh secara langsung
terhadap pemilih dalam memberikan suara.Partai politik, calon anggota
legislatif, dan calon pejabat eksekutif yang bagus, bila tidak didukung oleh
kampanye vyang tepatbisa kehilangan dukungan, karena pemilih
terpengaruh oleh kampanye yang dilakukan oleh partai politik, calon

anggota legislatif, dan calon pejabat eksekutif lain. Hal ini sejalan dengan

Kampanye menurut Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 8

. A., & Foweraker, J. 2001. Encyclopedia Of Democratic Thought. Taylor & Francis. Hal
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Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya
disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota”.

Apabila ditelusuri lebih lanjut tampak, bahwa partai politik, calon
anggota legislatif, dan calon pejabat eksekutif, yang mampu berkampanye
secara masif dan intensif adalah mereka yang memiliki dana kampanye
lebih banyak daripada yang lain. Dana tersebut digunakan untuk
memajang alat peraga, menyebar brosur, memasang poster spanduk dan
baliho, mengadakan pertemuan terbatas, menggelar rapat umum, hingga
memasang iklan di media massa. Gejala tersebut tidak hanya terjadi pada
Pemilu Legislatif, tetapi juga pada Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala
Daerabh.

Kampanye di Indonesia lebih merupakan suatu ajang manuver
politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam Pemilu sehingga
bisa meraih kekuasaan. Untuk itu, segala cara mungkin dipakai,

diantaranya janji-janji yang muluk dan acapkali tidak masuk akal. Partai-

plitik memakai alasan-alasan primordial bahkan juga intimidasi

sa berkuasa. Kampanye hanya sekedar basa-basi politik. Partai-
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partai politik hanya menganggap kampanye diperlukan menjelang Pemilu
saja. Setalah Pemilu selesai dan kekuasaan diperoleh, mereka melupakan
janji-janji yang telah diucapkan. Yang penting sudah menang dan
berkuasa, kemudian bertindak semaunya saja dan seringkali tidak
mementingkan kepentingan rakyat hanya kepentingan diri sendiri atau
kelompoknya saja'?.

Sebagaimana dipaparkan diatas, kampanye selama ini hanya
dilihat sebagai suatu proses interaksi intensif antara partai politik kepada
public dalam kurun waktu tertentu menjelang Pemilihan Umum. Dalam
definisi ini, kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia
pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk
memaparkan program-program kerja dan memengaruhi opini publik
sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada
mereka sewaktu pencoblosan (Lileker dan Negrine, 2000).

Kampanye dalam hal ini dilihat sebagai suatu aktivitas
pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai
(seperti poster, spanduk, umbul-umbul) dan iklan partai'3. Periode waktu
sudah ditentukan oleh panitial*. Masing-masing peserta diwajibkan

mengikuti aturan-aturan resmi selama periode kampanye ini. Jika tidak

2 Firmanzah, 2008, Marketing Politik-Antara Pemahaman dan Realitas Edisi kedua (revisi),
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.hal. 268.

ejalan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
| S .iﬁ | hl ini ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
i : ilihan Bupati dan Pemilihan Walikota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
sal 63 Ayat (3).
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mengikuti aturan yang telah ditetapkan akan dianggap sebagai
pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi®®.

Kampanye jangka pendek ini dicirikan dengan tingginya biaya
yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kontestan, ketidakpastian
hasil dan pengerahan semua bentuk usaha untuk menggiring pemilih ke
bilik-bilik pencoblosan serta memberikan suara kepada mereka'®. Selama
ini banyak pihak yang mengartikan kampanye politik sebagai kampanye
pemilu. Pemahaman sempit tentang kampanye politik ini membuat partai
politik dan kontestan perorangan lebih memfokuskan diri pada masa
kampanye pemilu saja. Setelah pemilu usai, aktivitas politik dilupakan.
Para kandidat hanya melihat aktivitas politik hanyalah untuk membuat
pemilih memilih dan mencoblos kadidat. Para kandidat mengabaikan
keberpihakan dan semangat dalam membantu permasalahan bangsa dan
Negara pasca pemilu.

Pengartian kampanye politik sebatas periode tertentu menjelang
pemilihan umum mengandung beberapa kelemahan. Pertama, interaksi
politik antara partai politik dan publik seolah-olah hanya terjadi selama
periode tersebut. Padahal, interaksi politik harus dilakukan terus-menerus
dan tidak dapat dibatasi semata-mata oleh periode tertentu. Kedua,
kampanye politik adalah proses komunikasi politik dialogis antara partai

politik dengan masyarakat. Tujuan komunikasi politik adalah untuk

| n"ﬁ | mana yang tercantum dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
i : Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
e m Fridkin dan Kenney, Patrick J. 1999. The Spectacle of U.S. Senate Campaigns. New
ceton University Press.
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menciptakan kesamaan pemahaman dan persepsi antara partai dengan
masyarakat.

Jika kampanye politik hanya sebatas kampanye pemilu,
dikhawatirkan tidak akan tercipta kesamaan pemahaman politik di antara
kedua belah pihak. Pesan dan image politik di pemilu yang satu akan
berbeda dengan pemilu selanjutnya. Ketiga, fokus pada periode tertentu
menjelang pemilu membuat arti penting publik di mata partai politik
menjadi sekadar pemberi suara untuk memenangkan pemilu. Ketika masa
kampanye usai dan telah muncul pemenang, publik tidak penting lagi.
Keempat, kampanye politik adalah suatu proses edukasi politik yang
secara kolektif dilakukan oleh partai dan pihak-pihak yang memiliki
pengetahuan politik kepada pihak yang kurang paham dengan dunia
politik. Memposisikan kampanye politik sebatas kampanye pemilu
membuat edukasi masyarakat menjadi tidak komprehensif. Masyarakat
diposisikan sebagai konsumen yang pasif dan menunggu untuk
dimobilisasi ke bilik-bilik suara’.

Ada dua jenis kampanye Menurut Firmanzah. Pertama adalah
kampanye menjelang pemilu. Kampanye short-term ini digunakan sebagai
ajang kompetisi jangka pendek menjelang pemilu untuk mengingatkan,
membentuk dan mengarahkan opini publik dalam waktu yang singkat.

Kedua adalah kampanye yang bersifat permanen dan berlaku untuk

panjang. Masyarakat tidak hanya mengevaluasi partai politik

ah, 2008, Marketing Politik-Antara Pemahaman dan Realitas Edisi kedua (revisi),
yasan Obor Indonesia.hal. 274.
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berdasarkan hal-hal yang dilakukan partai pada saat ini, melainkan selalu
memakai pula kesan-kesan yang mereka tangkap di masa lalu. Kampanye
tidak hanya terbatas pada periode menjelang pemilu, tetapi harus
dilakukan terus-menerus oleh partai politik*e.

Menurut Lock dan Harris (1996) sebagimana yang dikutip oleh
Firmanzah, kampanye politik terkait erat dengan pembentukan image
politik. Dalam kampanye politik terdapat dua hubungan yang akan
dibangun, yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal adalah suatu
proses antara anggota-anggota partai dengan pendukung untuk
memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. Sementara hubungan
eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan image yang akan dibangun
kepada pihak luar partai, termasuk media-massa dan masyarakat. Karena
image politikperlu didukung oleh konsistensi aktivitas politik jangka
panjang, kampanye politik pun harus dilakukan secara permanen dan
tidak terbatas pada waktu menjelang pemilu saja’®.

Tabel 1
Kampanye Pemilu dan Kampanye Politik

Aspek Kampanye Pemilu Kampanye Politik
Perbedaan
Jangka dan | Periodik dan tertentu Jangka panjang dan terus-
batas waktu menerus
Tujuan Menggiring pemilih ke | Image politik
bilik suara
1PDF
D75.
275.
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kalau menang pemilu

Strateqgi Mobilisasi dan berburu | Membangun dan
pendukung membentuk reputasi politik
Push-Marketing Pull- Marketing

Komunikasi Satu arah dan | Interaksi dan mencatri

politik penekanan kepada janji | pemahaman beserta solusi
dan harapan politik | yang dihadapi masyarakat

Sifat hubungan
antara kandidat
dan pemilih

Pragmatis/transaksi

Hubungan relasional

kerja

pemilu satu ke pemilu
lainnya

Janji dan harapan politik | Pengungkapan masalah
Produk politik Figur  kandidat dan | dan solusi
program kerja Ideologi dan sistem nilai
yang melandasi tujuan
partai
Market-oriented dan
Sifat program berubah-ubah dari | Konsisten dengan sistem

nilai partai

Retensi memori
kolekti

Cenderung mudah

hilang

Tidak mudah hilang dalam
ingatan kolektif

Sifat kampanye

Jelas,terukur dan dapat
dirasakanlangsung
aktivitas fisiknya

Bersifat laten, bersikap kritis
dan bersifat menarik simpati
masyarakat

Sumber: dikutip dari Firmanzah.

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, terdapat perbedaan yang

cukup signifikan antara kampanye pemilu dan kampanye politik.

Kampanye pemilu adalah semua aktivitas politik yang ditujukan untuk

menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan. Sedangkan kampanye

politik bersifat jangka panjang dan dilakukan secara kontinuitas atau terus-

menerus untuk membangun image politik. Kampanye pemilu merupakan

bagian dari kampanye politik. Meskipun suatu partai atau kandidat tidak

berada dalam masa kampanye pemilu, setiap ucapan dan tindakan yang

= n dikategorikan sebagai kampanye politik.
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Penulis merasa penting untuk memasukan analisis konsep
teoritik kampanye secara umum, baik kampanye politik dan kampanye
pemilu, karena kampanye merupakan bentuk kongkrit dan langsung dari
perilaku subyek sosial dalam kontestasi politik yang sangat mempengaruhi
hasil Pilkada di Tolitoli. Karena ikut serta dalam kegiatan pemilihan
pemimpin pemerintahan maka warga negara telah ikut serta dalam
menentukan arah pembuatan keputusan politik.

2.4Pengaruh Uang Dalam Pilkada

Uang sangat penting kedudukannya dalam pemilihan kepala
daerah. Terlebih lagi, momentum ini pemilih akan semakin rasional dalam
menentukan pilihan politiknya. Di lain sisi, strategi-strategi yang digunakan
calon kepala daerah untuk dapat menjangkau pemilih membutuhkan
sumber daya yang tidak sedikit. Pemanfaatan media elektronik, media
massa, spanduk, baliho agar dapat berhubungan dengan pemilih
misalnya, bukanlah barang yang murah. Dalam bahasa Hermawan
Sulistyo, uang merupakan sumber kekuasaan yang elementer untuk
mendapatkan kekuasaan politik 2°. Politisasi merupakan sebuah kegiatan
yang ditransformasi dari sebuah kegiatan yang terlihat tidak memiliki
tujuan politik ke sebuah kegiatan atau aktivitas yang secara sadar
condong ke tujuan politik dan mempolitisasi dana kampanye merupakan

salah satu cara untuk menggugurkan kewajiban administratif dalam

pencalonan pilkada.

Hermawan dan A.Kadar. 2000. Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999. Jakarta,KIPP.
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Repayment

Expenditures

Gambar 1
HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS

V
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Sumber : Duschinsky, 2003

2.4.1 Politik Uang

Aroma uang dalam proses politik semakin kental terasa. Hampir

semua peristiwa politik yang digelar selalu memerlukan uang yang tidak

umlahnya. Hasil liputan sejumlah media massa dan elektronik
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menyebutkan bahwa mahalnya ongkos politik dalam proses pemilihan
kepala daerah disebabkan oleh tiga faktor, yaitu?! :

Pertama, pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung
diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik
yang akan dijadikan kendaraan dalam Pilkada mengharuskan pasangan
calon untuk menyetor dana sumbangan hingga miliaran rupiah.

Kedua, model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan
calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan
iklan di media massa baik cetak maupun elektronik.

Ketiga, untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek
politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan
hampir pada setiap proses pentahapan Pilkada. Peredaran uang yang
paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang
pemungutan suara.

Tiga faktor di atas telah cukup mengatakan bahwa proses politik
Pilkada sangat mahal ongkosnya. Pengaruh uang akan sangat mewarnai
dan menentukan dalam proses politik Pilkada. Dalam bahasa Maurice
Duverger, uang sangat berkuasa dalam demokrasi liberal atau yang
terkenal dengan istilah money buying democracy??. Hampir semua Pilkada
yang diselenggarakan selama ini tidak ada yang pernah lepas dari isu dan

fenomena politik uang.

i : ndonesian Power For Democracy (IPD). 2009. Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada
0. Yogyakarta , The Indonesian Power For Democracy (IPD), Anggota IKAPI. Hal.120.
, Maurice. 2003. Sosiiologi Politik. Jakarta, Rajawali Press. Hal.258.
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Politik uang menurut Rifai, adalah suatu tindakan memberikan

sejumlah uang kepada warga negara agar memberikan suaranya kepada

calon kepala daerah yang memberi bayaran tersebut?s. Untuk melihat

bagaimana praktek politik uang bisa bekerja dalam proses politik Pilkada,

secara garis besar ada tujuh bentuk kerjanya politik uang dalam Pilkada

yaitu* :

1) Penyaluran dana yang dilakukan dengan sengaja melawan hukum
dalam rangka “bujukan politik” terhadap orang, kelompok atau
organisasi untuk mencapai kemenangan politik.

2) Pemberian uang bertujuan untuk memengaruhi proses-proses
dalam pemilihan kepala daerah.

3) Membagi-bagikan uang secara langsung

4) Melalui instruksi semisal pemasangan bendera yang disertai
dengan tindakan memberikan uang.

5) Melalui pembagian barang dan sembako, praktek ini biasanya
dibungkus sebagai kegiatan sosial atau kegiatan amal.

6) Memberi uang kepada massa kampanye. Biasanya pasangan calon
memberikan uang tersebut dengan legitimasi uang bensin,uang
konsumsi, uang lelah, uang rokok, dan sebagainya.

7) Janji-janji diberi sesuatu. Dimana pasangan calon memberikan

bantuan yang kreatif dengan kebutuhan warga di satu wilayah

yulian. 2003. Politik Uang Dalam Pilkada. Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal.16
ndonesian Power For Democracy (IPD). 2009. Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada
0. Yogyakarta , The Indonesian Power For Democracy (IPD), Anggota IKAPI. Hal.122.
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asalkan di wilayah tersebut pasangan calon yang bersangkutan
menjadi pemenang dan terpilih menjadi kepala daerah.

Fakta tentang politik uang merupakan keniscayaan pelanggaran.
Pelanggarannya baik secara etis, politis maupun hukum. Ditinjau dari sisi
etis, politik uang mengingkari cita-cita etis masyarakat untuk membentuk,
mengembangkan dan mengelola pemerintahan yang demokratis. Tata
pemerintahan yang demokratis, akuntabel dan berkeadilan hanya bisa
berdiri di atas sendi-sendi integritas kandidat yang baik, kebebasan rakyat
untuk menentukan pilihan politiknya, dan jujur dalam berkompetisi. Dari
sisi politis, politik uang dapat mendistorsi kualitas calon kepala daerah
sedangkan dalam sisi hukum, politk uang merupakan sebuah
pelanggaran hukum.

2.4.2 Dana Politik

Salah satu sumber dana yang utama dari calon kepala daerah
adalah berasal dari sumbangan para simpatisan. Secara individual maupun
dalam entitas bisnis memberikan sumbangan dalam jumlah yang sangat
signifikan. Karena tidak ada yang gratis dalam politik, sudah pasti
sumbangan yang diberikan memiliki motif-motif tertentu. Satu kemungkinan
motif yang muncul adalah agar kepentingan mereka dapat diakomodasi
oleh calon kepala daerah yang diberi sumbangan. Bentuk akomodasi

kepentingan, misalnya dalam perumusan kebijakan yang menyangkut

an publik. Donatur menginginkan calon kepala daerah membuat
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kebijakan yang memberikan keuntungan-keuntungan tertentu kepada
mereka.

Dana dari donatur inilah yang menjadi istilah sebagai dana taktis
atau dana politik. Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat
sumber dan pemanfaatannya. Dilihat dari sumbernya, dana politik berasal
dari sumbangan pasangan calon dan sumbangan dari para simpatisan
(donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan. Dana politik juga
bisa diartikan sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan
masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah.

Dari sisi pengguna, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk
peruntukan pengeluarannya menjadi pengeluaran untuk membiayai
aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye?®. Dalam konteks
Pilkada pemanfaatan dana politik dilakukan oleh pasangan calon tidak
hanya untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur,
konvoi, biaya transportasi, biaya konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan.
Tetapi kita juga mengenal pengeluaran pasangan calon untuk bayar partai
politik yang akan dijadikan kendaraan politk dan membeli suara
masyarakat.

Umumnya Pilkada menghabiskan rata-rata dana yang
dibutuhkan untuk masing-masing pasangan calon Gubernur di Indonesia

mencapai 100 Milyar. Sedangkan untuk pasangan calon Bupati atau

membutuhkan dana kisaran 1,8 - 16 Milyar, suatu jumlah yang

doh, Ibrahim dan Lucky Djani. 2006. Korupsi Pemilu. Jakarta,ICW. Hal.15
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amat besar bagi setiap pasangan calon kepala daerah?. Untuk
mendapatkan uang sebesar ini, sangatlah mudah bagi seorang petahana,
tetapi tidak bagi calon pendatang baru. Karena dukungan pasti mengalir
dari para kolega bisnis, kontraktor, dan pelaksana proyek-proyek daerah
yang pasti menyumbang dalam jumlah besar ke rekening dana kampanye
sang kandidat. Bagan berikut ini adalah alur bagaimana dana politik bisa
terhimpun?’.

Gambar 2
Bagan Dana Politik

Penyumbang Dana Pribadi

\/

Kandidat

1 O\

Bayar Parpol Kampanye Beli Suara

~ |~

Terpilih / Tidak Terpilih

Sumber: The Indonesian Power For Democracy, 2009

Bagan di atas menunjukkan aliran dana politik yang bekerja dalam
politik Pilkada. Kecenderungan biaya sangat besar dimungkinkan dalam

sistem Pilkada, mengingat arena kontestasi Pilkada yang sangat terbuka

dan kompetitif. Sistem Pilkada saat ini menempatkan rakyat sebagai

| S i? hkardi dalam buku Kacung Marijan . 2006. Demokratisasi di Daerah : Pelajaran Dari
| : ara Langsung. Surabaya, Eureka. Hal.94
ndonesian Power For Democracy (IPD). 2009. Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada
0. Yogyakarta , The Indonesian Power For Democracy (IPD), Anggota IKAPI. Hal.126.
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pemegang otoritas tunggal dalam menentukan pasangan calon yang
terpilih nantinya. Dana politik ini umumnya tidak dituangkan dalam dana
kampanye yang sifatnya legal. Untuk itu penulis perlu melakukan dikotomi
antara dana politik dengan dana kampanye. Perbedaan mencolok dari
keduanya adalah sisi legalitas dan pelaporannya.
2.4.3Dana Kampanye

Secara defenisi, dana kampanye pemilu adalahpenerimaan dan
pembelanjaan kampanye yang dikaitkan dengan kepentingan politik aktor-
aktor yang bersaing dalam pemilu?®. Meskipun pengaturan dana
kampanye di banyak negara demokratis lebih terfokus pada sisi
penerimaan tetapi pengaturan dana kampanye di Indonesia memfokuskan
pada dua sisi : penerimaan dan pengeluaran. Adapun pengertian dana
kampanye Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota “Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang
dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk
membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan”.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

i : M.et.al.2015.Menguak Dana Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2014 : Temuan
e on di Tiga Provinsi, KalimantanSelatan, Lampung dan Maluku. Jakarta, Jaringan
Pemilih Untuk Rakyat. Hal.9.
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang mengatur mengenai dana kampanye:

(1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkanPartai Politik
atau gabungan Partai Politik dapatdiperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabunganPartai Politik
yang mengusulkan pasangan calon;dan/atau

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yangmeliputi
sumbangan perseorangan dan/ataubadan hukum swasta.

(2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan
dapatdiperoleh dari sumbangan pasangan calon,sumbangan pihak
lain yang tidak mengikat yangmeliputi sumbangan perseorangan
dan/atau badanhukum swasta.

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangmengusulkan
pasangan calon wajib memilikirekening khusus dana Kampanye
atas namapasangan calon dan didaftarkan kepada KPU
Provinsiatau KPU Kabupaten/Kota.

(4) Pasangan calon perseorangan bertindak sebagaipenerima
sumbangan dana Kampanye sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dan wajib memiliki rekeningkhusus dana Kampanye dan

didaftarkan kepada KPUProvinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksudpada

yat (1) huruf b dan ayat (2) dari perseoranganpaling banyak
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Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum
swasta palingbanyak 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).

(6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik
yangmengusulkan pasangan calon dan pasangan
calonperseorangan dapat menerima dan/atau  menyetujui
sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk
kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar
nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

(7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.

(8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

(9) Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan
mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan
standar biaya daerah.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diatas ditunjang

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Besaran dana kampanye mempunyai korelasi positif dengan

s dan intensitas kampanye, yang mana hal ini kemudian
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berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam memberikan suara.Dengan
kata lain, besaran dana kampanye berpengaruh terhadap perolehan suara
dan kursi. Pada titik inilah diperlukan pengaturan dana kampanye agar
penyelenggaraan pemilu tidak saja melaksanakan prinsip kebebasan,
tetapi juga menerapkan prinsip kesetaraan. Maksudnya, pengelolaan
dana kampanye perlu diatur agar peserta pemilu yang kaya tidak
mematikan kesempatan berkampanye peserta pemilu yang miskin.

Tujuan lain pengaturan dana kampanye adalah menjaga
kemandirian partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat
eksekutif dari pengaruh para penyumbang, setelah mereka menduduki
jabatan publik nanti. Hal ini perlu karena misi partai politik dan pejabat
publik adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan mewakili
kepentingan para penyumbang dana kampanye. Di sinilah prinsip
transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam mengatur dana
kampanye.

Prinsip transparansi mengharuskan partai politik dan calon
bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye. Di
sini sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik dan calon, seperti
membuka daftar penyumbang dan membuat laporan dana kampanye,
yang mencatat semua pendapatan dan belanja kampanye. Tujuan

membuka daftar penyumbang dan laporan dana kampanye adalah untuk

prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggung jawab partai

an calon, bahwa dalam mendapatkan dan membelanjakan dana
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kampanye itu berlangsung rasional, sesuai etika, dan tidak melanggar
peraturan.

Di sisi lain, banyak pihak, baik perseorangan maupun badan
hukum, yang bersedia menyumbang dana kampanye kepada partai politik
dan calon kandidat. Tujuannya adalah mendapatkan akses kekuasaan
melalui calon-calon terpilih di baik di eksekutif maupun legislatif
pascapemilu.Besarnya sumbangan memberi pengaruh terhadap
pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan pasca pemilu,
karena ada “balas jasa” dengan pemberi sumbangan dana kampanye
yang telah diterima partai politik dan calon kandidat. Masalahnya menjadi
semakin rumit, karena tidak semua sumbangan dana kampanye dicatat
dan diketahui publik, sehingga masyarakat tidak bisa menghubungkan
besarnya dana kampanye yang diberikan oleh para penyumbang dengan
kabijakan yang diambil pejabat publik yang menguntungkan para
penyumbang.

Di sinilah pengaturan dana kampanye itu diperlukan. Tujuan
utamanya pengaturan ini adalah menjaga agar partaipolitik dan pejabat
publik terpilih tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan pemilih
dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan daripada
mengutamakan kepentingan para penyumbang. Pokok-pokok materi

pengaturan dana kampanye itu meliputi pembatasan, pengelolaan dan

AN
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Pertama, pengaturan pembatasan dana kampanye perlu
dilakukan agar terjadi persaingan yang adil di antara peserta pemilu.
Pembatasan itu meliputi besaran sumbangan, sumber-sumber
sumbangan dan besaran belanja kampanye. Pembatasan ini diperlukan
juga untuk mencegah pemanfaatan dana ilegal untuk kampanye?.

Kedua, pengaturan pengelolaan dana kampanye perlu dilakukan
agar partai politik, calon dan tim kampanye tidak menyalahgunakan
pemanfaatan dana kampanye untuk tujuan-tujuan lain di luar pemenangan
pemilus°,

Ketiga, pengaturan pelaporan dana kampanye perlu dilakukan
agar pemilih mengetahui sumber, besaran dan alokasi dana kampanye,
sehingga pemilih bisa mengetahui dan mengontrol hubungan partai politik
dan calon (terpilih) dalam membuat kebijakan pada pascapemilu nanti3:.

Arti penting pengaturan pelaporan dana kampanye adalah fakta
bahwa uang telah menjadi medium penting untuk menguasai sumber
daya. Uang dapat dipindahkan dan dipertukarkan tanpa meninggalkan
jejak tentang sumbernya. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik,

anggota legislatif dan pejabat eksekutif untuk menukarkan uang

2 Ketentuan terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 4-8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

but diatur dalam Pasal 9-11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015
hina Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
/atau Walikota dan Wakil Walikota.
but diatur dalam Pasal 15-20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015
hina Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
/atau Walikota dan Wakil Walikota.
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sumbangan yang diterimanya dengan kebijakan dan keputusan yang
diambil.

Namun, uang juga dapat menjadi petunjuk untuk mempelajari
perilaku pejabat publik atas kebijakan dan keputusan yang mereka ambil,
sehingga masyarakat bisa memastikan apakah partai politik, anggota
legislatif dan pejabat eksekutif yang mereka pilih melalui pemilu lebih
mengutamakan kepentingan masyarakat, atau hanya mengikuti kehendak
para penyumbang, baik penyumbang perseorangan maupun badan
hukum.

Penulis merasa penting untuk memasukan analisis konsep
teoritik dana kampanye secara umum, karena dana kampanye merupakan
Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu
maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang diatur
oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dari dana yang
dikumpulkan muncul berbagai persoalan mengenai keabsahan dana
tersebut, maupun pengaruh dana yang disumbangkan terhadap tanggung
jawab peserta pemilu. Bentuk kongkrit dan langsung dari perilaku subyek
sosial dalam kontestasi politik yang sangat mempengaruhi hasil Pilkada di
Tolitoli. Karena disamping partai politik membutuhkan dana besar untuk
membiayai kampanye, di pihak lain besarnya dana kampanye yang

disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam

gan penyumbang dan seakan melupakan kepentingan rakyat.
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2.5Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan adalah upaya peneliti
untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan
inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu, membantu
penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas
dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil
penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitan yang hendak
dilakukan, = kemudian = membuat ringkasannya, baik penelitian yang
sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, jurnal dan
sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat
sejauh  mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak
dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian
ini antara lain:

Pertama, Pengawasan Dana Kampanye Pada Pilkada 2017
Di Kabupaten Pringsewu (Skripsi) oleh Mutiara Sakinah. Alumni
Universitas Lampung ini ingin mengetahui bagaimana pengawasan
dana kampanye pada pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu. Metode
yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, dengan mengambil 7
informan yang telah ditentukan yaitu dari pihak yang terkait dalam

pelaksanaan pilkada 2017 dikabupaten Pringsewu. Teknik

Impulan data yang digunakan adalah dengan wawancara
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mendalam, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalu tahapan
reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah KPU dan Panwas
mengawasi dana kampanye dengan laporan dana kampanye yang
dilaporkan pasangan calon. Pasangan calon melaporkan laporan dana
kampanye berbentuk dokumen secara rinci dan periodik. Jadwal
pengumpulan laporan tertera di PKPU nomor 7 tahun 2016, yaitu LADK
pada tanggal 20 oktober 2016, LPSDK pada tanggal 20 Desember
2016, dan LPPDK pada tanggal 12 Februari 2017. Panwas
menganalisis laporan dana kampanye yang dilaporkan pasangan calon.
selanjutnya KPU menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor
akuntan publik untuk diaudit. Penetapan batasan dana kampanye
menciptakan nilai keadilan bagi setiap pasangan calon pilkada dalam
menerima dan mengeluarkan dana kampanye tidak melebihi keputusan
yang dibuat oleh KPU.

Kedua, Proses Institusionalisasi Laporan Dana Kampanye Pada
Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak 2015 :
Studi Kasus Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Tesis Universitas Airlangga) oleh Alim Syaiful
Fuad. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis proses

institusionalisasi Laporan Dana Kampanye pada pelaksanaan pilkada

tak 2015 dan juga melihat hasil dari proses institusionalisasi

put pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo.

42
Optimization Software:

www.balesio.com




Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif melalui studi kasus
dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah
data primer dari hasil wawancara dan data sekunder didapat dari
pengumpulan dokumen-dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa
proses institusionalisasi Laporan Dana Kampanye pada pilkada serentak
2015 dimulai dari adanya tekanan di lingkungan institusional yang
mengitari partai politik atau tim sukses. Tekanan pertama dari
masyarakat yang diwakili oleh LSM dan aktifis peduli pemilu yang
menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
kampanye, selanjutnya tekanan kedua dari KPU Kabupaten Sidoarjo dan
yang ketiga dari Panwaslu Kabupaten Sidoarjo. Hasil institusionalisasi
pelaksanaan Laporan Dana Kampanye pada pilkada serentak 2015 di
Kabupaten Sidoarjo, dibuktikan dengan sukses dimana semua tim
sukses pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada
pilkada serentak 2015 membuat dan mengumpulkan Laporan Dana
Kampanye di KPU Kabupaten Sidoarjo yang pelaksanaanya diawasi oleh
Panwaslu Kabupaten Sidoarjo. Namun ditemukan bahwa para tim
sukses tersebut membuat Laporan Dana Kampanye karena takut adanya
sanksi, sehingga dapat digolongkan kepada Isomorfisma Koersif
(coercive isomorphism).

Ketiga, Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana

inye Melalui Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai (Jurnal

dan Demokrasi #6 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh
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Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) )yang ditulis oleh Refki
Saputra. Tulisan jurnal singkat ini hendak menganalisis pemanfaatan
transaksi keuangan tunai dalam aktivitas pendanaan kampanye pemilu
partai politik dan pemilu presiden dan wakil presiden (selanjutnya
kampanye politik). Hal ini ditengarai sebagai salah satu problem aktual
dalam mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis. Pada dasarnya
problem tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah yang dialami
dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Marakanya transaksi keuangan dalam bentuk tunai ditengah-tengah
masyarakat menjadi peluang untuk menyuburkan kejahatan keuangan
tersebut.

Hal ini harus dicegah dengan membatasi atau bahkan melarang
partai politik menerima sumbangan secara tunai dari donator. Saat ini
karena belum ada ketentuan yang mengatur perihal pembatasan
transaksi tunai, maka dapat diambil kebijakan oleh penyelanggara pemilu
untuk mengaturnya pada batas-batas tertentu. Agar kebijakan tersebut
dapat berjalan tentu harus didukung dengan penegakan hukum yang
tegas dan juga kerjasama dengan instansi terkait, baik sesama
penyelengara pemilu, penegak hukum bahkan institusi lain yang terkait.
Namun memang upaya mendorong transaksi non-tunai dalam

pendanaan partai politik bukan tanpa titik lemah. Sebelum ketentuan

) pembatasan transaksi tunai berlaku secara umum, baik melalui

)-undang dan minimal melalui PBI, potensi transksi tunai masih
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saja cukup besar dilakukan dalam setiap pendanaan kampanye.
Begitupun sumbangan non-tunai yang diberikan melalui rekening
personal kader partai politik, tim sukses maupun simpatisan yang
kemudian dapat digunakan untuk biaya kampanye tanpa tercatat sebagai
sumbangan dana kampanye. Pengawasan terhadap auditor yang dapat
saja main mata dengan peserta pemilu harus semaksimal mungkin
diupayakan dengan memperketat seleksi auditor dan juga kebijakan
administratif dalam kotrak antara KPU dengan auditor apabila ditemukan
pelanggaran.

Keempat, Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye
Untuk Menciptakan Sistem Pemilu Yang Demokratis (Jurnal
Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) oleh Krisno Jatmiko,
Dr. Much Ali Safa’at SH.,MH, M. Dahlan SH.,MH. Adapun batasan
masalah yang diajukan adalah bagaimana pengaturan dana kampanye
di Indonesia?. Apakah batasan dana kampanye perlu diatur ?. Serta
Bagaimana pengaturan dana kampanye untuk menciptakan sistem
pemilu yang demokratis?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu
penelitian untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

an ini bertujuan untuk memaparkan tentang pengaturan dana

nye di Indonesia, untuk memberikan solusi dari permasalahan
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tentang tidak meratanya peluang menang bagi peserta pemilu karena
faktor finansial, dan pengaturan terhadap batasan dana kampanye ke
dalam suatu regulasi tentang pemilu pada tahun 2019.

Hasil penelitian yang diperoleh, yakni (1) perlunya batasan
bagi jumlah penyumbang secara nominal sumbangan agar tidak terjadi
ketimpangan dan membengkaknya dana kampanye peserta pemilu.
Batasan pengeluaran / pemanfaatan dana kampanye yang belum diatur
secara jelas oleh Undang-Undang. Sumbangan dalam bentuk jasa yang
masih belum jelas bentuk jasanya. Bentuk pengawasan dana kampanye
yang masih harus diperbaiki / diperketat guna menjamin akuntabilitas
laporan dana kampanye. Kemudian ketegasan sanksi bagi peserta
pemilu yang melanggar juga sulitnya pembuktian tentang laporan dana
kampanye yang dilaporkan. (2) Ketimpangan antar peserta pemilu
dengan modal besar dan kecil, apa lagi untuk partai lama yang telah
memiliki infrastruktur sampai tingkat bawah dan juga mempunyai banyak
jaringan untuk menggalang dana kampanye. (3) Konsep pengaturan
dana kampanye bagi caleg yaitu diberlakukan secara proporsional
tergantung karakteristik dapil masing-masing. Yaitu dengan cara
membatasi sumbangan dana kampanye dari korporasi, dimana hal
tersebut akan dapat memberikan kesetaraan bagi parpol lama maupun

baru untuk memiliki sumbangan dari korporasi yang sama dan juga

gah adanya kepentingan yang masuk dari korporasi untuk

gah agar parpol tidak dikontrol oleh korporasi. Selain itu parpol
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juga dapat membuka ruang kepada individu / publik untuk ikut
menyumbang dana kampanye parpol.

Dari keempat penelitian yang sebelumnya relevan, relevansi
dengan penelitian penulis adalah kesamaan obyek kajiannya yakni
tentang Dana Kampanye. Baik dana kampanye Parpol, Calon Presiden
dan Calon Kepala Daerah. Dana kampanye adalah entitas yang penting
dimiliki oleh peserta pemilu atau pilkada untuk maju dalam proses
kandidasi. Untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkeadilan
antar kontestan, perlu aturan batasan dana kampanye, pengawasan
hingga sanksi berat apabila terjadi pelanggaran dana kampanye
merupakan hasil dari keempat penelitian di atas.

Akan tetapi, penelitian ini berfokus mengkaji dari sisi
pemanfaatan dana kampanye dalam memenangkan pasangan calon
pada Pilkada. Mengapa ini menjadi penting?. Dalam tinjauan penulis
sebagai bagian dari penyelenggara tekhnis dalam pemilihan Kepala
Daerah di Kabupaten Tolitoli melihat ada faktor-faktor diluar
pemanfaatan dana kampanye sebagaimana mestinya yang dilakukan
oleh pasangan calon kepala daerah dalam memenangkan Pilkada. Perlu
penelusuran mendalam akan fakator-faktor tersebut apakah sesuai
dengan peruntukan alokasinya.

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

J)) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa dana kampanye
bersumber dari Pasangan Calon; Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik pengusul; dan / atau sumbangan yang sah menurut hukum dari
pihak lain.

Dana kampanye / dana pemenangan inilah yang digunakan
oleh pasangan calon dalam memenangkan pemilihan kepada daerah
melalui strategi pemanfaatan baik yang bersifat formal / aturan maupun
yang non formal. Dimana bentuk strategi pemanfaatan yang besifat
formal / aturan diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota MenjadiUndang - Undang.

Adapun yang termasuk strategi pemanfaatan dana
kampanye/dana pemenangan diantaranya: pertemuan terbatas;
pertemuan tatap muka dan dialog; debat publik / debat terbuka antar
pasangan calon; menghadiri acara-acara yang diselenggarakan
masyarakat; melakukan aksi sosial.

Dari strategi pemanfaatan tersebut lahirlah beberapa program

yang dilakukan oleh pasangan calon dalam memenangkan pilkada

ranya:. kampanye akbar, melalukan kegiatan sosial berupa

isapan / fogging selama 30 hari di daerah yang terkena wabah
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demam berdarah, sosialisasi di 10 kecamatan, menyediakan hiburan
berupa artis dan menyewa elekton, memberikan dana pembekalan
saksi di 10 kecamatan, membiayai keperluan saksi di 10 kecamatan,
475 TPS, dan koordinator desa pada hari pemilihan.

Dengan program-program yang dilakukan oleh pasangan calon
tersebut menentukan hasil pemilihan kepala daerah, apakah berhasil
merebut suara masyarakat untuk memilih pasangan calon tersebut.
Sehingga dapat memenangkan pasangan calon.

Pemikiran di atas tergambar dalam bentuk skema di bawah ini:

Gambar 3

Skema Kerangka Pikir
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